
21 
 

BAB II 

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  

PEMBAYARAN UTANG DALAM PERSPEKTIF 

 

A. Perikatan dan Perjanjian  

1. Pemahaman  

Secara etimologi perikatan (Verbintenis) berasal dari kata kerja 

“verbinden” yang artinya mengikat (ikatan atau hubungan). Secara terminologi 

Perikatan adalah hubungan atas pihak yang berhak atas prestasi disebut sebagai 

kreditor, sedangkan pihak yang bekewajiban menyerahkan prestasi disebut 

debitor. Dengan demikian yang menjadi obyek dari perikatan adalah prestasi dan 

yang menjadi subyek ialah kreditor dan debitor
1
. 

Secara etimologi perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst 

berasal dari bahasa Belanda  yang artinya persetujuan. Dalam Pasal 1313 

KUHPerdata yakni perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya
2
. 

Dalam Hukum Islam perikatan dan perjanjian disebut Akad Al-Aqdu yaitu 

perikatan, perjanjian dan permufakatan
3
. Ijab yaitu pernyataan melakukan ikatan 

dan qabul merupakan  pernyataan menerima ikatan, sesuai dengan syari’at yang 

                                                             
1 Repository.Uin.Suska.ac.id/7116/4, Diakses Tanggal 25 February 2019 Pukul 15.30 
2 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus (Jakarta 

:Kencana, 2011),Hlm. 134 
3
Nasrun Harun,Fiqh Muamlah, (Jakarta: PT Gaya Meida Pratama,2007),Hlm.97 
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berpengaruh pada objek perikatan. Secara etimologi (bahasa), aqad mempunyai 

beberapa arti, antara lain:
4
 

a. Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat 

salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi 

sebagai sepotong benda. 

b. Sambungan (Aqdatun), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua 

ujung itu dan mengikatnya. 

c. Janji (Al-Ahdu) sebagaimana dijelaskan kedalam Q.S.Ali-Imran 3:76
5
 :  

تَّقِيَ  ۦبَ لَىٰ مَنْ أَوْفََٰ بِعَهْدِهِ  بُّ ٱلْمح وَٱت َّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِ  

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian 

dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi 

undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber 

undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang 

menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. 

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber  yaitu (1) 

perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian); (2) perikatan yang timbul 

dari Undang-Undang; dan (3) perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi 

karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan 

sukarela (zaakwaarneming )
6
.  

                                                             
4
 http://repository.radenintan.ac.id/1348/3/BAB_II.pdf , diakses tanggal 19 Maret 2018 

pukul 1.14 
5
 Terjemahan Q.S Ali-Imran “sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. 
6
 Https://Www.Academia.Edu/14040263/Hukum_Perikatan , Diakses 25 Maret 2019 

Pukul 15.12 

http://repository.radenintan.ac.id/1348/3/BAB_II.pdf
https://www.academia.edu/14040263/Hukum_Perikatan
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Berbagai literatur Hukum Islam dijelaskan pula dasar hukum perikatan 

serta berbagai hal yang berhubungan dengan akibat hukum atas hal tersebut. 

Rahmat Syafei menjelaskan ada 3 sumber hukum perikatan dalam Islam seperti 

dideskripsikan sebagai berikut dalam Islam terdapat dalam tiga sumber yakni : 

a. Al-Qur’an 

Dasar hukum perjanjian dan perikatan termaktub dalam dalam Q.S Al- 

Maidah ayat 1
7
: 

مْ  ۚ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا أَوْفحوا باِلْعحقحودِ  لَىٰ عَلَيْكح م بََيِمَةح الَْْنْ عَامِ إِلََّّ مَا ي حت ْ رَ أححِلَّتْ لَكح غَي ْ
رحمٌ  يْدِ وَأنَتحمْ حح لِّي الصَّ مح مَا يحريِدح  ۚ  مُحِ  إِنَّ اللَّهَ يَُْكح

 

b. Hadits
8
  

فَ ، أَخْبَ رَناَ مَالِكٌ ، عَنْ ناَفِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عحمَرَ ، رَضِيَ اللَّهح - ثَ نَا عَبْدح الِله بْنح يحوسح حَدَّ
ولَ الِله صلى الله  مَا أَنَّ رَسح هح مَا باِلْْيَِارِ عَلَى صَاحِبِهِ عَن ْ هح لُّ وَاحِدٍ مِن ْ تَبَايِعَانِ كح عليه وسلم قَالَ : الْمح

 مَا لََْ يَ تَ فَرَّقَا إِلََّّ بَ يْعَ الْْيَِارِ.)أخرجه البخارى ومسلم

و عن ابي رافع قال : قال النبي ص.م : اني لَّ اخيس بالعهد و لَّ احبس الرسل )راواه 
 9صححه ابن حبان (ابو داود و النسائ و 

 

c. Ijma’ Ulama 

Dalam hukum akad, terjadi perbedaan pendapat dari beberpa ulama 

mazhab. Salah satunya mazhab Hanbali bahwa akad bebas dilakukan selama 

                                                             
 

7
 Terjemahan Q.S Al-Maidah (5) : 1 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 
8
 Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah ( Hukum Allah) adalah 

batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori )” Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, Shohih 

Bukhori. (Program Maktabah As-Samilah fersi II) Jilid 3 hlm. 259 
9
 Artinya: Sesungguhnya aku tidak menyalahi janji, dan tidak menahan utusan (H.R. Abu 

Dawud dan An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban). 
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tidak ada hal-hal yang jelas dilarang agama. Sedangkan pada mazhab hanafi, 

bahwa akad merupakan hal yang dilarang, kecuali apabila ada keadaan yang 

membuatnya untu berakad kepada orang lain (Istihsan). Kemudian mazhab 

lainnya seperti Syafi’i juga tidak membolehkan akad apabila objeknya belum 

ada di hadapan pihak yang membutuhkan
10

.   

Perikatan adalah adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak 

berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuat hal dari pihak yang lain dan 

pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu
11

. Pernyataan 

tersebut menjelaskan bahwa perikatan bukan hanya sekedar janji- janji atau 

kesangggupan yang diucapkan tapi sudah merupakan perjanjian yang sengaja 

dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi kedua belah pihak. Sedangkan 

perjanjian sebagai sumber pokok lahirnya sebuah perikatan. Disamping undang- 

undang sebagai sumber kedua
12

.  

Dalam buku Fiqh Muamalah, Hendi Suhendi menjelaskan bahwa 

perjanjian adalah suatu hubungan hukum di lapangan harta kekayaan dimana  

seseorang berjanji (dianggap berjanji) kepada seseorang yang lain atau kedua 

pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
13

. 

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah “iltizam” untuk menyebut 

                                                             
10

 
 
Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2001), Hlm. 43 

11
 Rahmad, Hasanuddin, 2003, Contrac Drafting –Seri Keterampilan Merancang Bisnis, 

Bandung: PT. citra Aditya Bakti, Hlm. 6  
12

 Stario, J., 1993, Hukum Perikatan- Perikatan Pada Umumnya-, Bandung: Alumni, 

Hlm. 42. 
13

 Suhendi, Hendi, 2005, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Press, h. 44.  
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perikatan (verbintenis) dan istilah “akad” untuk perjanjian (overeenkomst) dan 

bahkan untuk menyebut kontrak
14

.  

2. Hubungan Perikatan dan Perjanjian 

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan 

perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. 

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, yaitu 

perikatan yang lahir dari Undang-Undang. 

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata bahwa : “Tiap-tiap perikatan 

dilahirkan, baik karena persetujuan dilahirkan, baik karena undang-undang”.
15

 

Perikatan yang bersumber dari perjanjian, diatur dalam Title ke II (Pasal 1313 

sampai dengan Pasal 1351) dan Title V sampai dengan XVIII (Pasal 1457 

sampai dengan Pasal 1864) Buku III KUHPerdata, sedangkan perikatan yang 

bersumber dari undang-undang diatur dalam Title III ( Pasal 1352 sampai 

dengan 1380) Buku III KUHPerdata.  

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua 

orang,atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang 

lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang, diluarkemauan dari 

para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, 

maka mereka bermaksud supaya  antara mereka berlaku suatu perikatan 

hukum,sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain,karena janji yang 

telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus , jika janji itu suda 

terpenuhi. 

                                                             
14

 Penyusun, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoev, 1993, 
15

 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Indonesia,( Yogyakarta:Pustaka Yustitia,2009) 

Hlm.41 
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3. Hubungan Perikatan dan Perjanjian dengan Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

 Utang piutang dalam globalisasi berskala luas semakin rumit, dan 

membutuhkan aturan hukum yang efektif  untuk menyelesaikan masalah utang 

piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para 

pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang
16

. Substansi 

berbagai Undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-

batas negara. Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditor 

maupun bagi debitor dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan 

dengan pemutusan hubungan kerja.  

Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan 

penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian 

perekonomian negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat 

banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan 

membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Untuk menghindari 

terjadinya penetapan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu keputusan hakim 

yang tetap, maka akan di lakukan suatu upaya
17

. 

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 1313 ,1131 dan 1132, 

KUHPerdata berisi utang piutang dan penyitaan harta benda kekayaan debitor 

pailit. Dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004  ̧ Kepailitan dan PKPU 

dilatarbelakangi dengan adanya perjanjian utang piutang antara seorang debitor 

                                                             
16

 Kheriah, “Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Dalam Hukum Kepailitan”. Jurnal Ilmu Hukum,  Volume 3 No. 2, Hlm. 239 
17

 Sunarmi, Hukum Kepailitan Edisi 2,( Jakarta: PT Sofmedia, 2010), Hlm.1 
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dan dan kreditor. Pasal 1131 dan 1132 dengan Undang-undang No.37 Tahun 

2004, kedua aturan mengenai Kepailitan ini sama-sama digunakan sebagai dasar 

dilakukannya penyitaan terhadap harta benda kekayaan debitor pailit. Akibat 

dari perjanjian tersebut lahirlah perikatan yang berupa hak dan kewajiban.  

Kewajiban debitor salah satunya mengembalikan uang yang dipinjamnya, 

sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Beberapa kasus, debitor mengalami 

ketidakmampuan membayar sehingga pelunasan kepada kreditor menjadi 

terhambat. Debitor yang tidak melakukan pembayaran disebut wanprestasi. 

Upaya yang dapat di tempuh terhadap wanprestasi yang dilakukan Debitor 

adalah mediasi atau perdamaian, gugatan wanprestasi atau gugutan perdata, 

melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), atau melalui 

penyataan kepailitan. Penyelesaian masalah utang piutang dapat dilakukan 

berdasarkan aturan tertulis yang berlaku
18

. 

Hubungan perikatan dan perjanjian dengan kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pada aspek dasar  itikad baik, dimana 

permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum diucapkannya putusan 

pernyataan pailit. Hal tersebut dengan alasan  PKPU merupakan  penawaran 

rencana perdamaian oleh debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-

utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya 

kepada kreditor.  

PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor, 

dimana selama berlangsungnya PKPU , debitor tidak dapat dipaksakan untuk 

                                                             
18

 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Indonesia, Hlm.44 
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membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai 

untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. Selama PKPU 

berlangsung debitor atau perusahaan tidak dapat melakukan tindakan 

kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Perusahaan 

akan mengajukan kepada hakim agar memilih pengurus PKPU untuk membantu 

perusahaan dalam menyelesaikan pembayaran utang-utangnya. Pengurus PKPU 

yang terpilih harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan 

antara debitor dan para kreditor. Memang soal kewenangan pengurus PKPU 

adalah hal yang tidak mudah, karena pengurus PKPU tidak dapat bertindak 

sendiri, walaupun dalam hal pengurus perusahaan secara tidak layak menolak 

bekerja sama dengan pengurus perusahaan. Senjata pengurus PKPU dalam hal 

ini adalah hanya memohon
19

. 

4. Hapusnya Perikatan dan Perjanjian 

Ada beberapa penyebab lain untuk hapusnya suatu perikatan,yaitu : 

a. Berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian 

b. Meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, misalnya meninggalnya 

pemberi kuasa atau penerima kuasa (Pasal 1813 KUHPerdata) 

c. Meninggalnya orang yang memberikan perintah  

d. Karena pernyataan pailit dalam perjanjian maatschap 

e. Adanya syarat yang membatalkan perjanjian
20

. 

                                                             
19

 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Malang: UPT Percetakan 

Uiversitas Muhammadiyah, 2008, Hlm. 211 
20

P.N.H Simanjutak,Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,(Jakarta: Djambatan,2009). 

Hlm234  
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Sedangkan perjanjian dapat hapus karena : 

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku 

untuk waktu tertentu; 

b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian; 

c. Parapihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya 

peristiwa tertentu,maka perjanjian akan hapus; 

d. Menyatkan menghentikan perjanjian (opzegging) 

e. Perjanjian hapus karena putusan hakim; 

f. Tujuan perjanjian telah tercapai; 

g. Dengan persetujuan para pihak (herrooping)
21

 

Akad atau perikatan dalam Islam dapat berakhir karena umumnya dua hal, 

menurut Basyir, bahwa dua hal tersebut adalah telah tercapainya tujuan akad dan 

fasakh atau waktunya berakhir. Fasakh tersebut berakhir karena sebab-sebab 

berikut: 

a. Difasakh, karena adanya hal-hal yang dilarang syara’, misalnya objek 

akadnya diketahui dari hasil yang tidak halal atau jual beli barang yang tidak 

memenuhi syarat kejelasan barang tersebut (gharar).  

b. Karena pembeli memilih untuk membatalkan jual beli karena sebab-sebab 

tertentu dalam khiyar, seperti ditemukan ada yang tidak sesuai pada barang 

yang ia beli seperti adanya kecacatan.  

c. Karena salah satu pihak membatalkan akad dengan catatan ada persetujuan 

lain. Cara fasakh ini disebut iqalah.  

                                                             
21

 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Indonesia, Hlm.56 



30 
 

d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya karena overmact, yaitu keadaan 

yang membuat debitor tidak mampu memenuhi kewajiban dikarenakan 

faktor-faktor eksternal. Apabila pihak yang seharusnya memenuhi kewajiban 

dengan sengaja tidak melakukannya, maka dapat dilaporkan ke badan hukum 

litigasi (peradilan) atau/dan non litigasi (arbitrase) terutama yang telah 

distandarisasi syari’ah.  

e. Karena habis jangka waktunya, seperti dalam akad sewa manyewa dalam 

jangka waktu tertentu dengan catatan harus dikembalikan secara utuh apabila 

dalam penyewaan barang
22

. 

B. Kepailitan  

1. Pengertian Kepailitan  

  Dalam bahasa Prancis, faillite berarti pemogokan atau kemacetan dalam 

melakukan pembayaran. Sedangkan dalam bahsa Inggris dikenal dengan istlah 

“to fail”. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “failliet”. Sedangkan dalam 

hukum Anglo America, dikenal dengan Undang-Undang Bankcruptcy Act. 

Secara bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit
23

.  

Pailit merupakan suatu keadaan ketika debitor tidak mampu melakukan 

pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini 

disebabkan karena kondisi keuangan debitor (financial distress) dan usaha 

debitor mengalami kemunduran. Pengurusan dan pemberesan harta pailit 

dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan dengan tujuan 

                                                             
22

 Ahamad Wardi Muslich, Fiqh Mumalat,(Jakarta:Sinar Grafika Offest, 2017), Hlm.166 
23

 Selika Aprita, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(Perspektif Teori), (Malang: Setara Press, 2017), Hlm.1 
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utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang-utang debitor 

secara proposional dan sesuai struktur kreditor
24

. 

Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian pailit dapat dilihat dalam 

pasal 1 angka (1) yang menyebutkan“Kepailitan adalah sita umum atas semua 

harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan 

oleh Kurator dibawah pengawan Hakim Pengawas sebagaiman diatur dalam 

Undang-Undang ini
25

. 

Sehubungan dengan pengertian kepailitan sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Udang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU, kepailitan merupakan suatu proses ketika sesorang 

debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya 

dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan 

debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya
26

. 

Tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendaptakan suatu 

penyitaan umum atas kekayaan debitor (segela harta benda disita/dibekukan) 

untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya (kreditor). Pada 

prinsipnya  kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan 

pembayaran bagi sesama orang yang berpiutang secara adil
27

.  

                                                             
24 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan,Prinsip, Norma, Dan Praktik Peradilan 

(Jakarta:Kencana,2009), Hlm.1 
25

 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penudaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 
26

 Selika Aprita, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(Perspektif Teori), Hlm.2 
27

 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus,Hlm. 

134 
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Dalam struktur proses acara perdata, kepailitan termasuk dalam kategori 

bentuk permohonan, yaitu permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitor 

maupun kreditor yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh 

pengadilan yang sifatnya konstitutif baik bagi debitor maupun kreditor, yaitu 

suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha dalam keadaan 

pailit
28

.  

2. Dasar Hukum Kepailitan  

Pada pokoknya, pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu 

perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1131 dan 

1132 KUHPerdata
29

. Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, 

sebagai berikut “Segala kebendan si berutang, baik yang bergerak maupun yang 

baru akan ada dikemudian hari, manjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan.” 

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerdata, menunjukkan 

bahwa setiap tindakan yang dilakukan seorang dalam lapangan harta kekayaan 

selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaan, baik bersifat menambah 

jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta 

kekayaan (debit). Pasal 1132 KUHPerdata memuat ketentuan normatif, sebagai 

berikut : 

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang menguntungkan padanya,yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-
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masing, kecuali diantara para berpiutang itu masing-masing, kecuali diantara 

para berpiutang itu ada alasan-alasan sah yang di dahulukan.” 

 

Pasal 1132 KUHPerdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor 

yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang 

berkewajiban (debitor) tersebut secara : 

a. Pari passu, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada 

yang didahulukan, dan  

b. Pro rata atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya 

piutang masing-masing dibandingakan terhadap piutang mereka secara 

keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit
30

. 

Asas-asas yang terkandung dalam kedua pasal diatas adalah bahwa : 

a. Apabila debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak 

membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang 

menghukumnya supaya melunasi utangnya, maka semua harta bendanya 

disita untuk dijual,dan hasil penjualan itu dibagi-bagi kan kepada semua 

kreditor secara asli dan seimbang; 

b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama; 

c. Tidak ada nomor urut dari kreditor yang didasarkan atas saat ditimbulnya 

piutang-piutang mereka. 

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata merupakan perwujudan adanya jaminan 

kepastian pembayaran transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor 

terhadap kreditor-kreditor dengan kedudukan yang proposional. Berdasarkan 
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ketentuan pasal diatas,dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum kepailitan 

diperlukan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal KUHPerdata. 

Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitor atas pelunasan 

utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya secara adil dan seimbang 

berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, diperlukan 

pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan
31

. 

3. Asas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan PKPU  

Peraturan perundang-undangan hukum kepailitan yang lama yaitu 

Faillisements V erordening S.1905 No. 207 Jo. S. 1906 No. 348, Perpu Nomor 1 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 

tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan 

tidak mengatur secara khusus mengenai asas-asas hukum kepailitan
32

, namun 

pada peraturan perundang-undangan hukum kepailitan terbaru yaitu Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dalam 

penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini di dasarkan 

kepada sejumlah asas-asas kepailitan yakni : 

a) Asas keseimbangan yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat 

mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh 

debitor yang tidak jujur, di lain ihak terdapat ketentuan yang dapat 

mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh 

kreditor yang beritikad baik 
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b) Asas Kelangsungan Usaha yaitu ketentuan yang memungkinkan perusahaan 

debitor yang prosfektif tetap dilangsungkan. 

c) Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai 

kepailitan dapat memenuhi rasa  keadilan bagi para pihak yang 

berkepntingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-

wenangan pihak penagih yang tidak memdulikan kreditor lainnya. 

d) Asas  Integritas dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem 

hukum formal dan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata 

nasional
33

. 

4. Para Pihak Dalam Proses Kepailitan  

Berdasarkan keputusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses kepailitan antaralain adalah : 

a. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau 

Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan; 

b. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan 

pengadilan; 

c. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang 

diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor 

pailit dibawah pengawasan hakim pengawas hakim pengawas sesuai 

dengan undang-undang ini; 

d. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum; 
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e. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam 

putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
34

. 

Munir Fuady berpendapat bahwa para pihak yang terlibat dalam proses 

kepailitan adalah 
35

: 

a. Pihak Pemohon Pailit  

Salah satu pihak yang terlibat perkara kepailitan adalah pihak pemohon 

pailit atau debitor, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk 

mengajukan permohonan pailit ke pengadilan yang dalam perkara biasa 

disebut sebagai pihak penggugat. 

b. Pihak Debitor Pailit  

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memhon/dimohonkan pailit ke 

pengadilan yang berwenang, yang dapat menjadi debitor pailit adalah 

debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar 

sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 

c. Hakim Niaga  

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis, baik tingkat pertama 

maupun tingkat kasasi. 

d. Hakim Pengawas  

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam 

keputusan kepailitan, oleh pengadilan niaga harus diangkat seorang hakim 

pengawas disamping pengangkatan kuratornya. 

e. Kurator 

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam 

suatu proses perkara pailit, karena peran dan tugas kurator dalam hal 

pengurusan dan pemberesan harta pailit. 

f. Panitia Kreditor  

Pantia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga 

panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum 

dari pihak kreditor. 

g. Pengurus  

Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan pembayaran,tetapi tidak 

dikenal dalam proses kepailitan. 

 

5. Berakhirnya Kepailitan 

Suatu kepailitan pada dasarnya bisa berakhir, ada beberapa macam cara 

berakhirnya kepailitan : 
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a. Setelah adanya perdamaian (accord), yang telah dihomologasi dan 

berkekuatan hukum tetap. Konsep tersebut menjelaskan apabila dalam 

kepailitan diajukan rencana perdamaian, maka jika nantinya perdamaian 

tersebut disetujui secara sah akan mengikat, baik untuk kreditor yang setuju, 

kreditor yang tidak setuju, maupun untuk kreditor yang tidak hadir dalam 

rapat. Dengan diucapkanya perdamaian tersebut, berarti telah ada 

kesepakatan di antara para pihak tentang cara penyelesaian utang. Akan 

tetapi persetujuan dari rencana perdamaian tersebut perlu disahkan 

(homologasi) oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi. Apabila 

Pengadilan menolak pengesahan perdamaian karena alasan yang disebutkan 

dalam undang-undang maka pihak-pihak yang keberatan dapat mengajukan 

kasasi. Setelah putusan perdamaian tersebut diterima dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi. 

b. Insolvensi dan pembagian dimana kepailitan bisa berakhir segera setelah 

dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para kreditor atau daftar 

pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti. Akan tetapi bila 

setelah berakhirnya pembagian ternyata masih terdapat harta kekayaan 

debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga, kurator akan membereskan 

dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah 

pernah dibuat dahulu
36

.  

c. Atas saran kurator karena harta debitor tidak cukup.Apabila ternyata harta 

debitor ternyata tidak cukup untuk biaya pailit atau utang harta pailit, maka 
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kurator dapat mengusulkan agar kepailitan tersebut dicabut kembali. 

Keputusan untuk mencabut kepailitan ini dibuat dalam bentuk ketetapan 

hakim dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum.  

d. Pencabutan atas anjuran Hakim Pengawas. Pengadilan Niaga atas anjuran 

dari Hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan 

keadaan harta pailit. Dalam memerintahkan pengakhiran kepailitan tersebut, 

Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa 

kurator yang dibebankan terhadap debitor. Terhadap penetapan biaya dan 

imbalan jasa tersebut, tidak dapat diajukan kasasi dan untuk pelaksanaanya 

dikeluarkan Fiat Eksekusi. 

e. Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Putusan 

pailit oleh Pengadilan Niaga berlaku secara serta merta. Dengan demikian 

sejak saat putusan pailit maka status debitor sudah dalam keadaan pailit. 

Akan tetapi, putusan pailit dapat diajukan upaya hukum, yaitu kasasi atau 

peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.  

Dalam proses kepailitan tidak dimungkinkan upaya banding. Hal tersebut 

diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang 

menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas 

permohonan atas pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila 

pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka 

kepailitan bagi debitor juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah 

dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan 

tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah. Setelah menerima 
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pemberitahuan tentang pembatalan putusan pernyataan pailit itu, selanjutnya 

kurator wajib mengiklankan pembatalan tersebut dalam surat kabar. Dengan 

pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi 

hapus demi hukum
37

. 

C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan terjemahan dari 

kata yang dalam bahasa Belanda disebut “surseance van betaling”,atau dalam 

bahasa inggris “suspension of payment”
38

. Istilah penundaan kewajiban 

pembayaran utang pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah 

“insolvensi” atau “keadaan tidak mampu membayar” dari debitor atas utang-

utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
39

. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penundaan artinya hal (perbuatan) 

menunda, sedangkan menunda artinya mengundurkan waktu pelaksanaan. 

Kewajiban artinya (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang dilaksanakan. 

Pembayaran artinya proses, perbuatan,cara membayar. Utang artinya uang yang 

dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan penundaan kewajiban pembayaran utang 

adalah suatu perbuatan mengundur waktu pelaksanaan yang harus dilaksanakan 

untuk membayar pinjaman dari orang lain. 
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Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu masa yang 

diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, dimana 

dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan 

untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan 

rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang,termasuk apabila perlu untuk 

merestrukturisasi utang tersebut
40

. 

Secara yuridis normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak 

memberikan pengertian resmi tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. Akan tetapi jika ditafsirkan secara sistematis bahwa Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (surceance van betaling atau suspension of 

payment) adalah suatu jangka waktu yang diberikan Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 kepada debitor dan kreditor berdasarkan putusan hakim Pengadilan 

Niaga, untuk musyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai 

cara dan waktu pembayaran utang debitor kepada kreditor dalam jumlah 

seluruhnya atau sebagian dari utang
41

. 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan upaya yang dapat 

dilakukan oleh debitor untuk menghidari kepailitan, dimana upaya ini hanya 

dapat diajukan debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh 

pengadilan
42

. Ketentuan pasal 229 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “Apabila permohonan 

penyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang 
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diperiksa bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang 

harus diputuskan terlebih dahulu. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

adalah suatu jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 kepada debitor dan kreditor oleh putusan hakim Pengadilan Niaga, 

dimana jangka waktu tersebut diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan 

cara dan waktu pembayaran utang dengan mencapai perdamaian agar debitor 

tidak dinyatakan pailit. 

Pegaturan hukum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

terdapat di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari pasal 222 sampai 

pasal 294. 

2. Syarat-syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU) 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 syarat dari penundaan kewajiban pembayaran utang adalah : 

a. Hanya dapat diajukan oleh debitor atau kreditor; 

b. Debitor harus mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor; 

c. Debitor tidak dapat memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-

utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih; 

d. Kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar 

utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih; 
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e. Dimaksudkan untuk mengajukan rencana perdamaian  yang meliputi 

tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor
43

. 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan pengertian tentang 

Kreditor  pada Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa Kreditor adalah orang 

yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang  yang dapat 

ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan untuk pengertian debitor pada pasal 1 

angka (2) bahwa Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena 

perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya ditagih dimuka pengadilan. 

Dimaksud orang pada Pasal 1 angka (1) dan (2) diatas, Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 memberikan pengertian tentang setiap orang pada pasal 1 

angka (1) dinyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau 

korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum 

dalam likuidasi. 

3. Maksud dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU menyatakan bahwa : 

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan 

melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan 

dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran 

utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana 

perdamain yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian 

utang kepada kreditor. 

 

Ketentuan pasal diatas menunjukan bahwa debitor yang mengetahui bahwa 

keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti 
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membayar utangnya dan akan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran 

utang. 

Pada dasarnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh debitor 

dalam keadaan kesulitan keuangan antara lain : 

a. Mengadakan perdamain di luar pengadilan dengan para kreditornya; 

b. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor tersebut 

digugat secara perdata; 

c. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); 

d. Mengajukan perdamaian dalam PKPU; 

e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan; 

f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan
44

. 

Berdasarkan alternatif pilihan tersebut, debitor seharusnya memilih 

alternatif yang terbaik adalah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) yang bertujuan untuk melakukan restrukturisasi 

utang-utang debitor
45

. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut 

diajukan oleh debitor sebelum ada pernyataan pailit. Apabila putusan pernyataan 

pailit sudah diucapkan oleh hakim terhadap debitor tersebut, debitor tidak dapat 

lagi mengajukan permohanan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU). Sebaliknya, debitor dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi 

dirinya bersama-sama dengan permohonan PKPU. Dalam keadaan demikian 

Hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU.   
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Uraian diatas menujukan bahwa penundaan kewajban pembayaran utang 

pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran 

pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor, dengan penundaan 

kewajiban pembayaran utang memungkinkan seorang debitor meneruskan 

usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari 

kepailitan. Adapun tujuan pengajuan PKPU tersebut menurut Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang baik itu oleh debitor maupun oleh kreditor adalah dengan 

maksud untuk mengajukan rencana perdamain yang meliputi tawaran 

pembayaran sebagian atau seluruh utang dimana termasuk restrukturisasi di 

dalamnya. 

PKPU bukan dilakukan pada keadaan berdasarkan kondisi debitor tidak 

mampu membayar utangnya dan tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan 

terhadap harta debitor pailit (likuidasi harta pailit). Dilihat dari sikap solidaritas 

sosial pengajuan PKPU yang dilakukan oleh kreditor cukup baik. Hal itu 

menunjukan bahwa kreditor tidak bersifat egois. Karena lazimnya kreditor lebih 

mengutamakan pengembalian piutangnya supaya segera dilakukan, sedangkan 

apabila ditempuh PKPU, pengembalian piutang itu akan tertangguh. Menurut 

penjelasan Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap kreditor baik 

kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan
46

. 
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4. Pihak Yang Berhak Mengajukan PKPU  

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang hanya 

memungkinkan PKPU diajukan oleh debitor, Undang-Undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan PKPU 

diajukan juga oleh kreditor. Ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan dan 

sesuai dengan aspirasi dunia usaha. Hal tersebut dapat diketahui dari pasal 222 

ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang menyatakan bahwa bahwa PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun 

oleh kreditor. Dalam hal ini debitor adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, 

lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, 

perusahaan asuransi, perusahaan resuransi, dana pensiun dan badan usaha milik 

negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat 

mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah 

lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5)
47

.  

D. Perbedaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Berdasarkan data, diketahui perbedaan keduanya sebagaimana dalam tabel 

berikut: 
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TABEL 2.2 

PERBEDAAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN 

PEMBAYARAN UTANG 

 

 

 

Aspek Perbedaan Kepailitan PKPU 

Upaya hukum  Terhadap putusan atas 

permohonan pernytaan 

pailit,dapat diajukan kasasi 

ke Mahkamah Agung 

(Pasal 11 ayat [1] UU 

Kepailitan) 

Selain itu terhadap putusan 

atas permohonan 

pernyataan pailit yang 

telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, 

dapat diajukan peninjaun 

kembali ke Mahkamah 

Agung (Pasal 14 UU 

Kepailitan) 

Terhadap putusan 

PKPU tidak dapat 

diajukan upaya hukum 

apapun (Pasal 235 ayat 

[1] UU Kepailitan) 

Yang melakukan 

pengurusan harta 

debitor 

Kurator (Pasal 1 angka 5, 

Pasal 15 ayat [1], dan Pasal 

16 UU Kepailitan) 

Pengurus (pasal 225 

ayat [2] dan ayat [3] 

UU Kepailitan 

Kewenangan 

debitor  

Sejak tanggal putusan 

pernyataan pailit 

diucapkan, debitor 

kehilangan haknya untuk 

menguasai dan mengurus 

kekayaan yang termasuk 

dalam harta pailit (Pasal 24 

ayat [1] UU Kepailitan) 

Dalam PKPU, debitor 

masih dapat melakukan 

pengurusan terhadap 

hartanya selama 

mendapatkan 

persetujuan dari 

pegurus (Pasal 240 UU 

Kepailitan) 
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 Jangka waktu  

penyelesaian  

Dalam kepailitan, setelah 

diputuskannya pailit oleh 

Pengadilan Niaga, tidak 

ada batas waktu tertentu 

untuk penyelesaian seluruh 

proses kepailitan.  

Dalam PKPU, PKPU 

dan perpanjangannya 

tidak boleh melebihi 

270 (dua ratus tujuh 

puluh) hari setelah 

putusan PKPU 

sementara 

diucapakan(Pasal 228 

ayat [6] UU 

Kepailitan)
48

.  

Sumber data : diolah dari Undang-Undang Kepailitan No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

  

 

E.  Kedudukan dan Fungsi Hakim Ad-Hoc Dalam Pengadilan Niaga 

Salah satu alasan utama dimasukkannya hakim ad hoc dalam UU Kepailitan 

1998 adalah untuk membantu para hakim niaga dalam menganalisis berbagai 

kasus yang dihadapi. Oleh karenanya atas dasar itu diperlukan hakim yang ahli 

yang disebut juga hakim ad hoc. Mengenai pengertian “ahli” ini memang tidak 

ada definisi khusus dalam peraturan perundangan. Pasal 1 ayat (2) Peraturan MA 

No. 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc hanya menyatakan bahwa, “ahli adalah 

seorang yang memiliki disiplin ilmu yang cukup dan berpengalaman di bidangnya 

sekurang-kurangnya 10 tahun.” Dari Definisi ini tidak menjelaskan mengenai 

bidang keilmuan apa yang disandang, siapa yang menilai “cukup” bagi disiplin 

ilmu tersebut dan siapa yang mengawasi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 

tersebut
49

.  
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Alasan lain atas keberadaan hakim ad hoc ini adalah, Elijana melihat bahwa 

para hakim niaga banyak yang tidak memahami hukum perdata dalam arti luas. 

Disinilah, hakim ad hoc diharapkan berperan, terlebih bila hakim ad hoc tersebut 

berasal dari kalangan professional yang memahami praktek-praktek di lapangan. 

H.A.S Natabaya menambahkan bahwa hakim ad hoc untuk perkara-perkara di 

pengadilan dibutuhkan untuk mendapatkan keseimbangan terutama jika ada 

masalah-masalah yang kompleks yang menyangkut hukum perdata internasional, 

cyber law dan lainya
50

. 

UU Kepailitan 1998 tidak mengatur mengenai tugas dan fungsi hakim ad 

hoc. Mahkamah Agung kemudian mengaturnya dengan mengeluarkan Perma No. 

3 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Perma No. 2 Tahun 2000 yang 

hingga kini masih berlaku. Tugas dan wewenang Hakim Ad Hoc diatur dalam 

Pasal 3 dan 4 Perma No. 2 Tahun 2000
51

. Pasal 3 menyatakan bahwa: 

1. Hakim Ad Hoc bertugas sebagai Hakim Anggota dalam suatu Majelis 

Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara Niaga yang 

ditugaskan kepada Majelis yang bersangkutan; 

2. Dalam persidangan Hakim Ad Hoc mempunyai tugas dan wewenang 

yang sama dengan Anggota Majelis lainnya. 

Pasal 3 tersebut memberikan gambaran bahwa hakim ad hoc hanya dapat 

menjadi Hakim Anggota dan tidak dapat menjadi Hakim Ketua Majelis. Kondisi 

ini sesuai dengan keberadaannya yang hanya untuk tujuan khusus (specific 
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purpose). Sementara Pasal 4
52

 menyatakan bahwa,”Penugasan Hakim Ad Hoc 

ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung dalam Wilayah Pengadilan Niaga di 

seluruh Indonesia.”Hal tersebut berarti, cakupan wilayah tugas hakim ad hoc 

meliputi semua Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia yaitu di Jakarta Pusat, 

Surabaya, Semarang, Medan, dan Makasar. 

Hakim ad hoc meskipun telah diangkat berdasarkan Keputusan Presiden, ia 

baru dapat berfungsi/bertugas sebagai hakim ad hoc setelah ditunjuk sebagai 

Anggota Majelis oleh Ketua Pengadilan Niaga salam suatu penetapan yaitu: a. 

Atas inisiatif Ketua Pengadilan Niaga sendiri, atau b. Atas permohonan salah satu 

pihak yang perkara (Pasal 7 Perma No. 2 Tahun 2000)
53

. 

Dalam praktek selama ini penetapan penunjukan hakim ad hoc sebagai 

Anggota Majelis Hakim selalu didasarkan atas adanya permohonan dari salah satu 

pihak yang berperkara. Belum pernah ada penetapan penunjukan hakim ad hoc 

berdasarkan inisiatif sendiri dari Ketua Pengadilan Niaga. Praktiknya bila 

permohonan diajukan oleh pihak pemohon pernyataan pailit, permohonan 

diajukan dalam surat permohonan pernyataan pailit dalam suatu surat permohonan 

tersendiri yang di lampirkan pada surat permohonan pernyataan pailit dan 

diajukan pada saat pendaftaran perkara
54

.  

Sebelum seorang hakim ad hoc yang telah ditunjuk sebagai hakim anggota 

suatu Majelis Hakim melaksanakan tugasnya, ia akan mengucapkan sumpah 
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dihadapkan Ketua Pengadilan Niaga yang lafalannya ditentukan dalam Pasal 6 

Perma No. 2 Tahun 2000.  

Setiap sumpah hanya berlaku untuk 1 (satu) perkara. Meskipun mempunyai 

hak dan kewajiban yang sama dengan ketua majelis namun beberapa hakim ad 

hoc beranggapan bahwa keberadaan hakim ad hoc menjadi percuma bila mereka 

hanya diposisikan sebagai anggota. Sehingga pada pelaksanaan awal mereka yang 

dipilih sebagai hakim ad hoc meminta kepada MA untuk dapat membuat 

dissenting opinion sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hal 

tersebut adalah wajar karena sebagian dari mereka berasal dari mantan hakim. 

Guna membantu para hakim niaga dalam menganalisis perkara maka penempatan 

mereka yang “hanya” sebagai anggota dirasakan kurang tepat bila tidak disertai 

dengan kewenangan untuk membuat dissenting opinion. 

Perihal dissenting opinion ini ternyata tidak diintrodusir dalam Perma No. 3 

Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc. Kondisi inilah yang memicu kritikan dari 

para hakim ad hoc sehingga mereka mengambil sikap tidak memutus perkara 

apapun selama kurun waktu tertentu sejak diangkat tahun 1999. Satu tahun 

kemudian MA membuat penyempurnaan terhadap Perma tersebut menjadi Perma 

No. 2 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000. Pada bagian konsiderans menimbang 

huruf (d) dinyatakan, “bahwa dengan adanya prinsip transparansi dan 

profesionalisme dalam putusan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang, apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), 

maka akan dicantumkan dalam lampiran putusan
55

.” 
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Dissenting Opinion tersebut dibuat dalam bentuk lampiran yang memuat 

pernyataan tegas dari hakim Anggota/ketua yang membuat dissenting opinion 

tersebut, bahwa putusan adalah sah dan mengikat. Lampiran tersebut merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah putusan. Hakim yang membuat 

dissenting opinion tetap harus menandatangani putusan tersebut dan tetap terikat 

pada bunyi diktum putusan tersebut. 

Mengenai fungsi, hakim ad hoc disamakan dengan hakim karir di 

Pengadilan Niaga. Hakim ad hoc mempunyai fungsi mengadili dalam perkara 

kepailitan/PKPU, dan fungsi untuk memberikan pertimbangan hukum berbeda 

(dissenting opinion) bila terjadi beda penafsiran antar sesama anggota seperti yang 

sudah diungkapkan di muka
56

. 

F. Syirkah Mudharobah Dalam Hukum Ekonomi Islam  

Utang piutang (al-qord) dalam Islam dapat digunakan untuk kebutuhan 

konsumtif (pribadi). Akan tetapi, pengusaha (mudharib/debitor) berutang atau 

meminjam dana atau modal kepada pemilik modal (shabibul mal/kreditor) untuk 

menjalankan usahanya yang membutuhkan modal dan hanya memiliki 

kemampuan atau keterampilan untuk tujuan produktif (usaha yang mendapat 

keuntungan). 

Banyak orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara 

prduktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan 

kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan 

orang-orang yang kekurangan modal. Maka dalam melakukan kerjasama untuk 
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tujuan produktif dalam hukum Islam terdapat salah satu akad syirkah yaitu 

syirkah mudharabah atau disebut juga dengan mudharabah.  

1. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah adalah bahasa irak dan qiradh atau muqaradhah bahasa 

penduduk hijaz namun pengertian qiradh dan mudharabah adalah salah satu 

makna, menurut bahasa qiradh diambil dari  القرض kata yang berarti  القطع

(potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan 

kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan 

memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata 

muqaradhah yang berarti المقارضه    (kesamaan), sebab pemilik modal dan 

pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. 

Sedangkan menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukan oleh para 

ulama sebagai berikut : 

1. Menurut fuqaha , mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain 

untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari 

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang 

telah ditentukan. 

2. Ulama Syafi’i berpendapat  bahwa mudharabah ialah akad yang 

menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk 

ditijarahkan
57

.  
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah 

akad kerjasama antara pemilik modal (shabibul mal) dengan pengelola 

(mudharib), dimana shabibul mal memberikan modal untuk usaha produktif 

kepada  mudharib, apabila mendapatkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, 

sedangkan kerugian ditanggung shabibul mal selama bukan disebabkan karena 

unsur kelalaian dan kecurangan mudharib.  

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah 

(perkongsian)
58

. Salah satu akad syirkah yang digunakan adalah syirkah 

Mudharabah. Syirkah mudharabah dapat dikatakan sebagai perserikatan antara 

modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain, keuntungan dibagi 

berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditaggung oleh pihak pemodal. 

2. Dasar Hukum Mudharabah 

Mela-kukan mudharabah atau qiradh adalah boleh (mubah) . ulama fiqih 

sepakat bahwa mudharabah di isyartkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an 

dan as-Sunnah. 

1.  Al-Qur’an 

Dalam Al-Qur’an terdapat surat Al-Muzzamil ayat 20
59

 :  

 ... وءاخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ....

Al-Jumu’ah ayat 10
60

: 

 فاء ذا قضيت الصلوة فا نتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ....
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Al-Baqarah ayat 198
61

 : 

 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ...

2. Al-Hadits 

Diantara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang 

diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda : 

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث فيهن البركة 

 البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع 

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal 

yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, 

bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah). 

3. Rukun dan syarat Mudharabah  

Rukun akad mudharabah adalah : 

1. A’qidin (dua orang berakad),yaitu mudharib (pengelola modal) dan shahib 

al-mal (orangyang mempunyai modal) 

2. al-mal (modal),sejumlah dana yang dikelola 

3. Al-ribh (keuntungan),laba yang didapatkan untuk dibagi sesuai dengan 

kesepakatan 

4. Al-a’mal (usaha) dari mudharib  

5. Sighat (ucapan serah terima) 
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Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah lebih merinci lima rukun yaitu modal, 

pekerjaan, laba, shighat,dan dua orang yang akad
62

. Syarat adalah hal yang harus 

dipenuhi setelah rukun-rukun terpenuhi. Keberadaan syarat sangat berkaitan 

dengan rukun-rukunnya. Maka syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini 

terperinci sesuai dengan rukunnya
63

: 

1. Syarat terkait dengan orang yang melakukan akad yaitu (Aqidin) 

a. Cakap dalam bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai akid (orang 

yang berakad)  

b. Shabibul-mal (pemilik dana) tidak boleh melakukan investasi kepada 

mudharibnya dalam mengelola dana. Ia harus memberikan kebebasan 

kepada mudhribnya terhadap hal-hak yang sudah disepakati. 

2. Syarat terkait dengan modal  

a. Modal harus berupa uang tidak boleh barang.  

b. Besar modal harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak. 

c. Modal bukan merupakan utang atau pinjaman. 

d. Modal diserahkan langsung kepada mudharib dan tunai.  

e. Modal yang digunakan sesuai dengan kesepakatan. Mudharib tidak bisa 

menggunakan modal diluar persyaratan. Kecuali sahib al-mal  

memberikan kebebasan. 

f. Pengembalian modal dapat dikembalikan saat bagi hasil. 

3. Syarat terkait dengan keuntungan  

a. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan 
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b. Sahib al-mal siap mengambil resiko rugi dari modal yang dikelola. Dan 

mudharib mendpapatkan resikotidak memperoleh apa-apa dari 

usahanya. 

c. Penentuan angaka keuntungan dihitung dari persentase hasil usaha 

yangdikelolaoleh mudharib berdasarkan kesepakatan. 

d. Sebelum mengambil keuntungan harus di konverensikan salam bentuk 

matauang. Dan harus ada pemisah modal dan keuntungan. 

e. Mudharib hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang di 

investasikan. 

f. Mudharib berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang 

diambil dari modal mudharabah. 

g. Jika melanggar syart akad mudharib bertangggung jawab atas kerugian. 

Dalam Kompilasi Hukum Syariah pada Pasal 207 ayat (3) menyatakan 

bahwa “mudharib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal 

yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama mudharabah”. Dengan 

demikian, mudharib harus megembalikan utang atau pinjaman sebagai modal 

usaha produktif sesuai dengan perjanjian ataupun yang sudah jatuh waktu 

pelunasan utang atau pengembalian modal. 

Pengelola (mudharib) dalam usaha produktifnya telah mendapatkan 

keuntungan, pasti dapat membayar utang atau mengembalikan modalnya kepada 

pemilik modal (shabibul mal) sesuai perjanjian yang telah jatuh waktu. Menunda 

pembayaran utang yang telah mampu merupakan perbuatan aniaya (dzalim). 

Nabi SAW bersabda :  
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 مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ  

Penundaan pembayaran utang oleh kaya yang mampu melunasi utangnya, 

tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan merupakan kezaliman. Kezaliman itu 

akan dapat disiasati (untuk tidak terjadi), bila orang yang berutang mengalihkan 

utangnya kepada orang (kaya) yang mampu dan bersedia untuk melunasi 

utangnya. Dalam keadaan seperti itu, hendaklah orang yang memberi utang 

(berpiutang) menerima pengalihan (tanggungan)  utang tersebut. Hal ini akan 

lebih memudahkan pelunasan utang dan menghindari terjadinya kezaliman atas 

sesama orang yang telah menyepakati transaksi utang-piutang, meskipun utang 

dapat dinyatakan tetap ada karena adanya tanggungan orang yang berutang 

dengan penundaan pelunasan.   

4. Batalanya akad mudharabah  

Batalnya akad mudharabah yaitu : 

1. Salah satu syarat akad mudharabah tidak terpenuhi. 

2. Modal hilang atau rusak ditagan pengelola (mudharib) sebelum 

dibelanjakan. 

3. Salah satu aqidin tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti belum 

dewasa atau kehilangan ingatan (gila). 

4. Pengelola modal (mudharib) tidak amanah melaksanakannya kewajiban. 

5. Adanya pembatalan akad mudharabah, larangan berusaha dan pemecatan. 

6. Pengelola modal (mudharib) megalami kerugian, sehingga dinyatakan 

pailit/bangkrut. 
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7. Pemilik modal ( shabibul maal) atau pengelola modal ( mudharib) 

meninggal dunia. 

Dalam setiap perjanjian/akad pasti adanya perselisihan antara kedua belah 

pihak yang melakukan perjanjian. Dalam pasal 207 ayat (4) Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah menentukan apabila terdapat perselisihan antara pemilik modal 

(shabibul maal) dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian/al-

shulh dan atau melalui pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


